Menimbang :

Mengingat

o

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Presiden Republik Indonesia,

bahwa hutan merupakan suatu potensi kekayaan alam yang dapat
diperbaharui, yang perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari
bagi Pembangunan Nasional secara berkelanjutan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat;

bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang
kurang produktif, meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta
menjamin tersedianya secara lestari bahan baku industri hasil
hutan perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan
asas kelestarian dengan menerapkan silvikultur intensif;

bahwa pelaksanaan pengusahaan hutan tanaman tersebut dalam
butir b di atas, perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara
pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu mengatur
ketentuan-ketentuan tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri dalam suatu Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun
1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun
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1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang luran Hak
Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2945);

Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 1970 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan
dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3294);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK

PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Tanaman Industri selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi
dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk
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11.

memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu
kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan,
pemungutan, pengolahan dan pemasaran.

Areal Kerja Pengusahaan HTI adalah kawasan hutan yang dibebani Hak
Pengusahaan HTI.

Rencana Karya Pengusahaan HTIl adalah suatu rencana umum yang memuat
dasar-dasar, arahan dan pegangan bagi pengelolaan unit HTI.

Rencana Karya Tahunan HTI adalah rencana kerja tahunan pembangunan HTI
yang memuat kegiatan fisik dan jadwal pelaksanaan dalam satu tahun.

Penataan Batas areal kerja HTI adalah kegiatan pembuatan tata batas areal
yang meliputi proyeksi batas, pemancangan batas, pengukuran, pemasangan
patok batas dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.

unit HTI adalah satu kesatuan pengusahaan hutan tanaman di dalam kawasan
hutan produksi tetap.

Kelas Perusahaan adalah kesatuan pengelolaan dalam pengusahaan hutan untuk
jenis tanaman pokok tertentu.

Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan/atau nilai
ekonomi yang dominan.

Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman
sejak mulai penanaman sampai mencapai umur tebang.

Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.

BAB 11

TUJUAN PENGUSAHAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 2

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk :

1.

Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan
nilai tambah dan devisa.

Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.

Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

BAB Il
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PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Pasal 3

(1) Hutan Tanaman Industri dikelola secara profesional dan diusahakan berdasarkan
asas manfaat, asas kelestarian, dan asas perusahaan.

(2)  Unit HTI merupakan unit pengusahaan yang dapat terdiri dari satu atau lebih
kelas perusahaan.

Pasal 4
(1)  Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan HTIl adalah tebang habis
dengan penanaman kembali.
(2)  Jenis tanaman dalam pembangunan HTI dapat terdiri dari tanaman pokok dan
tanaman lain.

BAB IV

AREAL DAN LOKASI
HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 5
(1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan
produksi tetap yang tidak produktif.
(2)  Menteri menetapkan lokasi areal hutan untuk pembangunan HTI.
Pasal 6
Luas areal setiap unit HTI diatur sebagai berikut :
a. Untuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya 300.000 Ha.

b. Untuk mendukung industri kayu pertukangan atau industri lainnya ditetapkan
seluas-luasnya 60.000 Ha.

BAB V
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PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 7

(1) Hak Pengusahaan HTI dapat diberikan kepada badan usaha negara, swasta dan
koperasi.

(2) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
persetujuan Menteri.

(3) Hak Pengusahaan HTI tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani
Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Pasal 8

(1) Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan diberikan Hak Pengusahaan HTI
oleh Menteri untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah
daur tanaman pokok yang diusahakan.

(2) Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh
Menteri setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | yang bersangkutan.

(8)  Luas dan lokasi kawasan hutan yang diberikan kepada pemohon sebagai areal
kerja Hak Pengusahaan HTI ditetapkan oleh Menteri dan dilukiskan pada peta
lampiran Keputusan pemberian Hak Pengusahaan HTI.

Pasal 9

(1)  Untuk memperoleh Hak Pengusahaan HTI kepada pemohon dipersyaratkan telah
menyusun Studi Kelayakan.

(2)  Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dapat
diwajibkan untuk melakukan percobaan penanaman.

(3) Tata cara dan persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan HTI diatur oleh
Menteri.

Pasal 10

(1) Hak Pengusahaan HTI yang jangka waktunya telah berakhir dapat diperpanjang.

(2)  Perpanjangan Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan apabila menurut penilaian Menteri pengusahaan HTI yang
dilaksanakannya berjalan dengan baik.

(3)  Kriteria dan tata cara penilaian dalam rangka perpanjangan Hak Pengusahaan
HTI ditetapkan oleh Menteri.
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